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TENTANG

GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED

PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan system

pemasyarakatan yang dapat memenuhi rasa keamanan,

keselamatan, dan keadilan kepada narapidana dan

tahanan, perlu membuat grand design penanganan

overcrowded di dalam rumah tahanan Negara dan

lembaga pemasyarakatan;

b. bahwa grand design penanganan overcrowded di dalam

rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan

bertujuan untuk menanggulangi kondisi overcrowded

pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga

Pemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada

Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3845);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang

Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,

Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3858);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED

PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA

PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Grand Design penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan penjabaran

atas pemikiran, langkah, dan strategi penanganan

overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga

Pemasyarakatan.

Pasal 2

Grand design penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, dilakukan berdasarkan program sebagai

berikut:

a. jangkapendek;

b. jangkamenengah;dan

c. jangkapanjang.

Pasal 3

Pada setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dalam penanganannya paling sedikit memuat:

a. penataan regulasi;

b. penguatan kelembagaan;

c. pemenuhan saran dan prasarana; dan

d. pemberdayaan sumber daya manusia.
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Pasal 4

Grand design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. kajian teoritis;

c. kondisi saat ini;

d. langkah penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan

dan Lembaga Pemasyarakatan; dan

e. penutup

Pasal 5

Grand design penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
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